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TENTANG

MANUAL SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI

PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan keadilan dan manfaat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa dengan adanya kebijakan peraturan perundang-undangan
di bidang penyelenggaraaan pemerintahan, perencanaan
pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta
pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perlu adanya manual
sistem dan prosedur akuntansi pelaporan keuangan daerah;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah
diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu
pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan
huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang
Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan
Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran, Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor ‘54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005
Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG MANUAL SISTEM
DAN PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

SISTEMATIKA MANUAL SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Sistematika Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah adalah

sebagai berikut:

BAB I

BAB 11

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, Dasar Hukum dan Sistematika
Penyaijian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

GAMBARAN UMUM

Memuat Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Definisi
Akuntansi, Dasar-dasar dan Teknik Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah,
Jenis-Jenis Transaksi dan dan Standar Akuntansi Keuangan Daerah.



BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

AKUNTANSI SATUAN KERJA (SKPD)

Memuat Akuntansi Anggaran, Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja,
Akuntansi Aset dan Akuntansi Selain Kas di tingkat Satuan Kerja. Juga
diterangkan hubungan Akuntansi SKPD dengan PPKD.

AKUNTANSI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Memuat Akuntansi Anggaran, Akuntansi, Pendapatan, Akuntansi Belanja,
Akuntansi Pembiayaan, Akuntansi Aset, Akuntansi Hutang, Akuntansi Ekuitas
Dana, Akuntasi Selain Kas dan Akuntansi Konsolidasi.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Menjelaskan Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup, Konversi
Laporan Keuangan ke SAP, Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
(Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan)
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PKPD

Memuat Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup, Konversi
Laporan Keuangan ke SAP, Penyusunan Laporan Keuangan PPKD sesuai SAP
(Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan)

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Memuat jurnal eliminasi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemda
(Konsolidasi) meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

PENUTUP

LAMPIRAN

- Format Jurnal, Buku Besar, Worksheet, Laporan Keuangan termasuk
format Catatan Atas Laporan Keuangan.

- Kode Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB I1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

(1) PPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,

menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundangundangan,
melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi
untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Februari 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002



